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H puluhan mahasiswa dari
berbagai kampus di Ja-
karta masih bertahan di depan
Gedung DPR/MPR. Selain
mendesak penurunan harga
BBM, mereka menuntut peng-
usutan tuntas penyerbuan apa-
rat kepolisian ke Universitas
Nasional (Unas), 24 Mei lalu
yang berujung pada kematian
mahasiswa Unas Maftuh Fauzi.
Enam orang polisi ditetapkan
sebagai tersangka dalam ben-
trokan berdarah itu dan mende-
kam di tahanan provos Kepoli-
sian Daerah Metro Jaya
Tragedi ini serasa pas de-
ngan Hari Bhayangkara 1 Juli
atau ulang tahun Polri ke 62

pada tahun ini, yang bertepa-
tan dengan 10 tahun reformasi.
Publik masih mempertanya-
kan komitmen pemerintah dan
Polri mereformasi kepolisian,
seiring fenomena brutalitas,
konflik dengan aparat TNI dan
masyarakat, pelanggaran hu-
kum dan HAM, serta impuni-
tas yang masih ada dalam 10
tahun terakhir. Reformasi oleh
DPR, pemerintah dan internal
Polri baru menyentuh aspek
simbolik, normatif, legislasi
dan kebijakan, belum pada as-
pek-aspek substansial di ting-
kat perubahan struktur yang

Peluang Polri yang profesional selalu terbuka. Se-
mua kembali pada komitmen di tingkat DPR, pe-

merintah dan Polri sendiri.

demokratis dan kultur kerja.
Memang sudah ada TAP
MPR tentang Pemisahan TNI-
Polri, TAP MPR Tentang Peran
TNI-Polri dan UU No 2 Tahun
2002 tentang Polri. "Namun ke-
butuhan mereformasi Polri ha-
rus jauh menyentuh pemben-
tukan struktur polisi sesuai de-
ngan prinsip negara demokrasi,
termasuk perubahan perilaku
dan pendekatan di lapangan,"
tutur Mufti Makarim, Direktur
Eksekutif Institute for Defense
Security and Peace Studies

(IDSPS).

Di tingkat struktur, sistem
pemerintahan demokratis men-
syaratkan adanya institusi
pengawas sipil setingkat depar-
temen di tingkat eksekutif (bu-
kan langsung di bawah Presi-
den) sebagai penanggungjawab
politik atas kinerja kepolisian.
Termasuk di dalamnya, Komisi
III DPR dalam pelaksanaan
undang-undang dan pengelola-
an anggaran, serta Komisi Ke-
polisian Nasional yang memi-
liki kewenangan pengawasan
ketat, juga Komnas HAM dan
Komisi Pemberantasan Korup-

si, bila diduga terjadi pelang-
garan HAM atau tindak pidana
korupsi di institusi kepolisian.

Sedangkan di tingkat kultur,
catatan brutalitas dan pelang-
garan HAM, bahkan penyalah-
gunaan wewenang masih belum
menurun. Komisi PBB yang
mengawasi pelaksanaan Kon-
vensi Anti Penyiksaan masih
memprihatinkan penyiksaan
tahanan oleh aparat kepolisian
Indonesia. Belum ada pula me-
kanisme pengaduan publik dan
pengadilan yang memadai atas
pelanggaran polisi, baik di da-
lam dan di luar tugas. Jadi ko-
mitmen perubahan di internal
Polri sendiri selalu dipertanya-
kan publik.

Lemahnya pengawasan atas
implementasi undang-undang,
termasuk Kkritisi, evaluasi dan
perbaikan terhadap UU Polri,
menyebabkan reformasi Polri
masih nomatif simbolik. Inilah
tantangan bagi kesungguhan
pemerintah untuk membangun
kepolisian yang demokratis,
yang seolah berhenti setelah pe-
misahan TNI-Polri dan terben-
tuknya UU Polri. Pemerintahan
pasca 1998 gagal menempatkan
langkah strategis untuk mere-
formasi Polri di tingkat struk-
tur dan kultur.

Menurut Mufti Makarim, se-
sungguhnya Polri mampu me-
lakukan pendekatan persuasif,
menghindari kekerasan dan

sensitif gender dalam menegak-
kan hukum, hingga akhirnya
terbangun polisi komunitas.
Bagaimanapun mereka memi-
liki standar internasional, men-
jadi bagian pemerintahan sipil
dan langsung berhubungan de-
ngan masyarakat.

Polri adalah manifestasi ke-
wenangan pemerintah untuk
menjamin keamanan publik.
Oleh karena Polri memiliki le-
gitimasi dan kedekatan dengan
publik, Polri hanya perlu kon-
sistensi dan komitmen profesio-
nalitas yang sesuai prinsip ke-
polisian demokratis dan HAM.

Tentu tanggungjawab ada di
DPR, pemerintah dan Polri sen-
diri. Pemerintah dan DPR me-
mastikan payung hukum yang
kredibel dan akuntabel, juga
pengawasan serta penerapan
kebijakan anggaran dan mane-
jemen terbuka sekaligus ber-
tanggungjawab. Tercakup di
dalamnya, penegakan hukum
yang adil atas segala pelanggaran
hukum yang melibatkan polisi.

Untuk itu Polri bisa melaku-
kan kajian dan implementasi
konsep polisi demokratis, pela-
yanan publik dan pengakan hu-
kum, serta etika kepolisian ber-
standar internasional, prinsip
akuntabilitas dan tata kelola
yang baik, pembenahan organi-
sasi, serta peningkatan kapabi-
litas dalam menegakkan HAM.
Kita bisa membandingkan de-
ngan Kkepolisian negara lain
yang lebih baik, seperti kepoli-
sian Inggris, Denmark bahkan
Hongkong.
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